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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah 

dijabarkan, yaitu pertama, bahwa perusahaan jasa pengiriman barang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (yang selanjutnya disebut 

sebagai Undang-Undang Pos). Perusahaan jasa pengiriman barang dalam 

menjalankan tugasnya yakni mengirimkan barang, memiliki hak untuk membuka 

dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan 

kebenaran informasi kiriman yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang 

Pos. Ketentuan Pasal tersebut menjadi celah hukum bagi penjual jual beli narkotika 

karena pengiriman narkotika yang dikirimkan belum tentu akan diperiksa oleh 

perusahaan jasa pengiriman barang. Sementara dalam Pasal 32 Ayat (2) huruf b 

Undang-Undang Pos menyatakan bahwa pengiriman barang yang dilarang salah 

satunya adalah narkotika.  

Adanya hak yang dimiliki perusahaan jasa pengiriman barang untuk 

membuka dan memeriksa pengiriman barang yang hendak dikirimkan, hak tersebut 

bertentangan dengan tujuan hukum yakni melindungi kepentingan yang pantas 

yang sesuai dalam norma dalam masyarakat karena dalam proses pengiriman 

barang dalam perusahaan jasa pengiriman barang tidak wajib dibuka dan diperiksa 

kembali sehingga dapat menyebabkan peredaran narkotika.  Narkotika itu sendiri 

merupakan barang yang ilegal untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan 

bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika diantaranya mengatur untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap 

narkotika. Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika tersebut, bahwa 

senyatanya narkotika tidak boleh diedarkan secara sembarangan dan merupakan 

barang yang dilarang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang, maka 

dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa pengiriman barang melakukan suatu 
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penyalahgunaan hak (misbruik van recht). Hak-hak subjektif yang dimiliki 

perorangan tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan 

harus ditujukan pula kepada kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam penggunaan 

hak tersebut tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat maka harus dicela, hal 

tersebut disebut sebagai penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak dianggap terjadi 

bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan 

untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan 

kemasyarakatan. Maka, menurut penulis berdasarkan penafsiran hukum secara 

sistematis bahwa kewenangan atas hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa 

pengiriman barang dalam hal membuka dan/atau memeriksa barang yang hendak 

dikirimkan memiliki makna tersirat bahwa kewenangan perusahaan jasa 

pengiriman barang adalah suatu kewajiban sesuai dengan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika yang dikehendaki 

oleh pembentuk Undang-Undang yakni badan legislatif untuk selalu memeriksa 

dan/atau membuka barang yang hendak dikirimkan agar tidak terjadinya peristiwa 

lolosnya pengiriman barang terlarang yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-

Undang Pos yang salah satunya adalah narkotika dan apabila pihak perusahaan jasa 

pengiriman barang tidak memeriksa dan/atau membuka barang yang hendak 

dikirimkan, hak tersebut merupakan suatu penyalahgunaan hak karena tidak sesuai 

dengan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban yang sesuai norma dalam 

masyarakat. 

Kedua, di dalam Undang-Undang Pos tidak diatur mengenai 

pertanggungjawaban pihak perusahaan jasa pengiriman barang mengenai lolosnya 

pengiriman barang yang terlarang karena tidak ada kewajiban untuk membuka 

barang tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara bersama narasumber 

pertama yaitu Bapak Rizwan selaku pegawai bagian divisi pelayanan di Kantor Pos 

Jalan Asia Afrika Nomor 49 Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, 

beliau menyatakan bahwa dalam membuka dan/atau memeriksa barang yang 

hendak dikirimkan, perusahaan jasa pengiriman barang selalu melalui proses 

pengecekan barang melalui mesin x-ray yang merupakan alat pendeteksi terhadap 

seluruh barang-barang yang hendak dikirimkan, namun terdapat inkonsistensi atas 
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apa yang beliau sampaikan, sebelumnya beliau menyatakan bahwa barang yang 

melalui proses pengecekan mesin x-ray hanya dilakukan untuk barang-barang yang 

dikirim melalui moda transportasi laut dan udara ataupun barang yang hendak 

dikirimkan ke luar daerah Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh beliau, dapat dinyatakan bahwa argumentasi beliau merupakan 

argumentasi guna melindungi perusahaan jasa pengiriman barang. Wawancara 

lainnya yang dilakukan pada seseorang yang pernah bekerja sementara dalam PT. 

Pos yang berinisial APP yang dalam hal ini adalah narasumber kedua, beliau 

menyatakan bahwa tidak semua barang yang hendak dikirimkan oleh perusahaan 

jasa pengiriman barang melalui proses mesin x-ray, hanya barang-barang tertentu 

yang melalui proses bea cukai yang melalui proses mesin x-ray. Dengan adanya 

wawancara pada kedua narasumber, lolosnya pengiriman barang berupa narkotika, 

hal ini adalah tindakan ketidakhati-hatian dari perusahaan jasa pengiriman barang. 

Maka, perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggungjawab atas tindakan 

ketidakhati-hatiannya tersebut.   

Perusahaan jasa pengiriman barang sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-

Undang Pos hanya dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap 

mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pasal ini secara tersirat mengatur bahwa senyatanya perusahaan jasa 

pengiriman barang barang harus mengetahui isi dari barang yang hendak 

dikirimkan agar tidak dapat dituntut. Terjadi lolosnya pengiriman barang berupa 

narkotika dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang tidak mengetahui isi dari 

barang yang hendak dikirimkan karena tidak melalui alat pendeteksi barang yaitu 

mesin x-ray, maka ini merupakan sebuah tindakan ketidakhati-hatian pihak 

perusahaan jasa pengiriman barang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana korporasi karena perusahaan jasa pengiriman barang merupakan korporasi. 

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 130 Undang-Undang Narkotika itu 

sendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana peredaran narkoba bahwa 

korporasi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
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atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 

dapat dipidana dengan ketentuan pidana yang telah ditentukan, dengan fenomena 

lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkotika oleh perusahaan jasa 

pengirimian barang, senyatanya perusahaan jasa pengiriman barang telah 

menguasai dan menyalurkan narkotika sehingga beredarnya narkotika, maka 

perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggung jawab secara pidana atas 

tindakannya. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, unsur-unsur suatu perbuatan 

agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. 

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian 

(culpa). Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang 

menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam 

dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Berkaitan dengan hal 

ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang telah melakukan tindakan kelalaian 

yang tidak disadari dimana ia telah melakukan sesuatu (mengirimkan barang tanpa 

diperiksa terlebih dahulu isi barangnya) yang ia tidak sadari kemungkinan akan 

timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. 

Berdasarkan kasus yang terjadi, pihak perusahaan jasa pengiriman barang telah 

memenuhi unsur kelalaian dimana delik kelalaian ini menimbulkan suatu akibat 

hukum yang mengakibatkan terbukanya jalur perederan narkotika di Indonesia 

melalui jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang pada saat 

menerima barang dari pengirim tidak memeriksa secara baik isi barang yang akan 

dikirim, sehingga terjadilah lolosnya narkotika yang dikirimkan melalui jasa 

pengiriman barang. Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh 

Korporasi yang menyatakan, 

(1) “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai 
dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang 
mengatur tentang Korporasi.  

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat 
menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: 
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a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari 
tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan 
untuk kepentingan Korporasi; 

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 
besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”207 

Merujuk pada rumusan pasal tersebut, dengan adanya tindakan ketidak hati-hatian 

pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang tidak melakukan pemeriksaan dan 

pengawasan barang yang hendak dikirimkan sehingga lolosnya narkotika, maka 

menurut hemat penulis, perusahaan jasa pengiriman barang harus dapat 

bertanggungjawab atas pengiriman barang terlarang tersebut, dilihat dari kesalahan 

korporasi yang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan 

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang. 

  

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa mengenai kasus lolosnya pengiriman 

barang berupa narkotika oleh perusahaan jasa pengiriman barang, maka saran yang 

dapat diberikan penulis sebagai berikut: 

Pertama, pemerintah yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif yang 

memiliki tugas untuk membentuk Undang-Undang di Indonesia harus melakukan 

revisi Undang-Undang Pos terutama pada Pasal 29 ayat (2) karena Pasal tersebut 

menyatakan kewenangan atas hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman 

barang untuk membuka atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan. 

Kewenangan atas hak ini merupakan celah hukum untuk lolosnya pengiriman 

barang terlarang karena perusahaan jasa pengiriman barang tidak wajib untuk 

membuka atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan. Kata berhak didalam 

Pasal 29 ayat (2) seharusnya digantikan dengan kata wajib, dengan kata wajib ini, 

                                                
207 Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 13 Tahun 2016, Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,  
    Pasal  4. 
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sehingga dalam mengirimkan barang yang hendak dikirimkan oleh perusahaan jasa 

pengiriman barang, pihak perusahaan tetap melakukan pemeriksaan agar barang-

barang terlarang tidak lolos.  

Kedua, mengingat bahwa tidak seluruh pengiriman barang melalui alat 

pendeteksi barang yaitu mesin x-ray sehingga dapat menyebabkan lolosnya 

pengiriman barang terlarang, seharusnya terdapat dukungan berupa Standard 

Operating Procedure (SOP) dari pemerintah untuk mengharuskan seluruh 

perusahaan jasa pengiriman barang memiliki alat pemeriksaan mesin x-ray agar 

selalu memeriksa setiap barang yang akan dikirimkan karena hal ini merupakan 

tindakan pencegahan terkirimnya barang-barang terlarang melalui perusahaan jasa 

pengiriman barang. Pengiriman barang melaui jalur laut dan udara sudah pasti 

barang-barang yang akan dikirimkan akan diperiksa melalui mesin x-ray tetapi 

tidak demikian dengan pengiriman barang melalui jalur darat yang tidak diperiksa 

melalui mesin x-ray. Maka, pemerintah harus menegaskan bahwa seluruh 

pengiriman barang baik itu di dalam maupun luar daerah Negara Republik 

Indonesia yang menggunakan moda transportasi laut, transportasi udara dan 

transportasi darat harus menggunakan alat pendeteksi mesin x-ray.  

Kelemahan lain dalam Undang-Undang Pos yaitu tidak diatur mengenai 

sanksi atas lolosnya pengiriman barang berupa narkotika ataupun barang terlarang 

lainnya yang dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, maka pemerintah 

perlu merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dengan 

memberikan sanksi bagi perusahaan jasa pengiriman barang dalam hal terjadi 

lolosnya pengiriman barang yang dilarang dalam Undang-Undang Pos, sehingga 

pihak perusahaan jasa pengiriman barang dapat bertanggungjawab apabila hal 

tersebut terjadi. Tindakan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan pengawasan pengiriman barang agar tidak terjadinya penyelundupan 

narkotika melalui perusahaan jasa pengiriman barang yang merupakan tindakan 

ilegal dan dapat menyebabkan peredaran gelap yang akan merugikan masyarakat 

dan Negara. 

 

.  
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